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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 39, 
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 63 
Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, perlu mengatur mengenai operasionalisasi 
investasi pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Investasi Pemerintah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  

      Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), 
PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah 
dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340), PP 63 Tahun 2019 
(LN Tahun 2019 No.166, TLN No.6385), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, 
TLN No.6514), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sumber Investasi Pemerintah berasal dari 
APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, hibah, dan/atau sumber lain yang 
sah. KIP menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan 
menengah atas Investasi Pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan 
Menteri dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN).  

Pengalokasian anggaran dana Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan mengacu 
pada Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan 
alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar 
isian pelaksanaan anggaran bendahara umum Negara. Anggaran yang diperlukan untuk 
membiayai pelaksanaan tugas KIP dibebankan pada DIPA unit eselon II pada Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang manajemen 
investasi sepanjang belum terdapat DIPA satuan kerja KIP. Dalam kondisi tertentu, 
Menteri dapat menarik dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh OIP. Alokasi dana 
Investasi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang 
bersumber dari APBN, dapat dilakukan tanpa didahului rencana investasi oleh KIP 
dan/atau OIP. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 20 Mei 2020. 

  - Lampiran halaman 54-56. 

 


